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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012 

Tentang 

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
 
 

Pemohon                    : Iwan Budi Santoso S.H., dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004); 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999); dan 
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pokok Perkara                   : Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pasal 39 UU 
31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
Tanggal Putusan : Selasa, 23 Oktober 2012 
Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi 
sebagai advokat mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 
16/2004, Pasal 39 UU 31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 khususnya frasa “atau kejaksaan” serta frasa “dan/atau 
kejaksaan” yang bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum. 

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah 
mengenai pengujian konsttusionalitas Undang-Undang, maka Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo. 

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, menurut 
Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak 
konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan 
pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional 
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 



 

2 

 

Mahkamah berpendapat menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar” 
dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” 
Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 tidak 
melarang fungsi ganda tersebut. 

Mahkamah berpendapat perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam Putusan 
Mahkamah Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf [3.13.6] 
antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik 
tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan 
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat 
penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. 
Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang 
yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU 
Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan 
terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon supaya kewenangan 
penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana 
khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya. 
 


